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Dukung Program 3 Juta Rumah untukMBR
PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) cepat menindaklanjuti
Surat Keputusan (SK) 3 Menteri. SK tersebut yakni kebijakan yang dibuat untuk
mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU
Nurlaila mengatakan bahwa, tindak lanjut yang dilakukan yakni menerbitkan Peraturan

Bupati (Perbup). Yang mana itu berisi tentang pembebasan Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Pemkab PPU langsung bergerak cepat menindaklanjuti SKB 3 Menteri, sudah selesai
Perbupnya,” ungkapnya Minggu (2/3).

Nurlaila juga menyebutkan bahwa kebijakan baru itu akan mendorong tumbuhnya
investasi sektor properti di PPU. Terlihat antusias para pengembang, yang mulai
mengurus perizinannya, pasca aturan ini diterbitkan. “Dengan adanya program ini secara
bersamaan ada kecenderungan lebih tinggi lagi ke depan,” sambungnya.

Berdasarkan data DPMPT-SP PPU, ada beberapa yang telah mengurus PBG dan berhasil
diterbitkan. Yakni, 2 PBG di Kelurahan Gunung Steleng, 1 PBG di Kelurahan Nenang,
dan 1 PBG di Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam. “Ada juga beberapa yang
sudah masuk ke sistem SIMBG untuk pengembang yang melaksanakan program3 juta
rumah itu,” jelasnya. Meski demikian, pemerintah daerah kata dia, terus bersiap terutama
dari sisi kesiapan lahan, untuk nantinya dijadikan kawasan perumahan. Sebelumnya
diketahui bahwa, program ini merupakan dorongan pemerintah pusat agar tercipta akses
hunian yang layak bagi MBR. Ini juga merupakan program unggulan Presiden Prabowo
yang diharapkan mampu meringankan beban ekonomi rakyat kecil. (adv/taa)
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Catatan Berita — UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2025



Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU
1/2022), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (6) hurufh UU 1/2022 bahwa yang dikecualikan
dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk

masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam Pasal 96 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:

(1) Kepala daerah dapatmemberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak
atau objek retribusi.
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